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PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Utj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Mujiono bin Kartodioso, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Petani, alamat JI. Berkat, RT. 001, RW.
007, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
sebagai Pemohon |I;

Susiatik binti Legino, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ilbu Rumah Tangga, alamat Jl. Berkat, RT.
001, RW. 007, Kepenghuluan Menggala Sakti,
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pemohon | dan Pemohon Il tersebut secara bersama-sama disebut juga Para

Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Zabri Hasibuan, S.H. Advokat

pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di JI.

Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan

Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29

Maret 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan  Nomor

66/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 31 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2003 Pemohon | dan Pemohon II telah
melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau karena Pegawai Pencatat Nikah pada
kantor urusan agama kecamatan tanah putih tidak melaporkan dan mencatat
pernikahan Para Pemohon tersebut;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung
Pemohon Il bernama Legino bin Tugiman dan telah dilakukan ijab kabul
antara wali nikah dengan Pemohon |, dengan mas kawin berbentuk Uang
sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi
bernama Misran bin Parli dan Siswantoro bin Mujiran;

3. Bahwa status Pemohon | sebelum menikah adalah Jejaka Sedangkan
Pemohon Il adalah Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya
pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal di rumah
kediaman orang tua Pemohon Il di Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan
Tanah Putih, lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah
kontrakan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah kerumah bersama di
Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir sampai sekarang;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il sudah
dikaruniai 3 orang anak yang bernama Diah Puriatik binti Mujiono, umur 16
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tahun, Khoirul Mubarok bin Mujiono, umur 9 tahun dan Azka Alfariji bin
Mujiono, umur 2 tahun;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah memiliki Buku Nikah
karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau;

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan
Pemohon | dan Pemohon II;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna
dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal
yang dirasa perlu oleh Pemohon | dan Pemohon II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon | dan Pemohon II memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan
tentang sahnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (Mujiono bin Kartodioso)
dengan Pemohon Il (Susiatik binti Legino) yang dilaksanakan di
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada
tanggal 11 September 2003;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para
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Pemohon mohon untuk meberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan
Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di papan
pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat
Nikah para Pemohon sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor
66/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 1 April 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat
kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar pada register surat
kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 198/SK/3/2020 tanggal 31
Maret 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda
Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu
Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata
cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan
untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk
mewakili para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan para Pemohon yang
dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Legino bhin Tugiman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri menikah
secara Islam pada tanggal 11 September 2003 di Kecamatan Tanah
Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilangsungkan

secara Islam;
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- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi
sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara saksi
sebagai wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Misran
bin Parli dan Siswantoro bin Mujiran;

- Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,00- (lima puluh
ribu rupiah);

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il sebenarnya sudah
didaftarkan ke KUA setempat namun sejak pernikahan
dilangsungkan sampai saat ini buku kutipan akta nikah belum para
Pemohon terima;

- Bahwa status Pemohon | ketika menikah adalah jejaka dan
Pemohon Il perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat hubungan
pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il menikah, tidak ada orang
yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;

- Bahwa selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukkan permohonan ini
supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi

kependudukkan lainnya;

2. Yudhi Siswantoro bin Mujiran, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon | dan Pemohon 1l karena

saksi adalah abang ipar Pemohon I;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri menikah
secara Islam pada tanggal 11 September 2003 di Kecamatan Tanah
Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il sebenarnya sudah
didaftarkan ke KUA setempat namun sejak pernikahan
dilangsungkan sampai saat ini buku kutipan akta nikah belum para
Pemohon terima;

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon | dan Pemohon Il menikah;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Pemohon Il bernama Legino bin Tugiman;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara ayah
kandung Pemohon Il sebagai wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah saksi
sendiri dan Misran bin Parli;

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,00- (lima puluh
ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon | ketika menikah adalah jejaka dan
Pemohon Il perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat hubungan
pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il menikah, tidak ada orang
yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;

- Bahwa selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukkan permohonan ini
supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi
kependudukkan lainnya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan alat bukti dan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
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permohonanya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut
untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak
Pemohon | dan Pemohon Il untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan
dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan
Agama Ujung Tanjung Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 1 April 2021,
dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara
ini adalah Pemohon | dan Pemohon Il bermohon agar pernikahan Pemohon |
dan Pemohon Il yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2003 di
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau secara hukum
Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan
Pemohon | dan Pemohon Il untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan
dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut mendengar dan
mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon | dan Pemohon II, pernikahan
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tersebut sesuai syariat Islam dan tidak pernah dipermasalahkan oleh
masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan
dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan
ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa
keterangan kedua saksi tersebut saling mempunyai relevansi satu dengan yang
lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya
keterangan kedua saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat
dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para
Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon,
maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah
mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dalam surat
permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta
kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang
menikah secara Islam pada tanggal 11 September 2003 di
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa status Pemohon | sewaktu menikah adalah jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dilangsungkan
dengan berwalikan ayah kandung Pemohon Il yang bernama
Legino bin Tugiman, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali
nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang
berjumlah Rp 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) oleh dua orang
saksi yang sah bernama Misran bin Parli dan Siswantoro bin
Muijiran;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah maupun hubungan sepersusuan;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai;
Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
dipermasalahkan oleh masyarakat;
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7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon I[I memerlukan Penetapan
Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk
mendapatkan bukti nikah dan untuk digunakan memenuhi aturan
administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan
atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat
(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas antara para
Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga telah
memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon | ataupun Pemohon |l sama-sama sedang
dalam hubungan perkawinan dengan orang lain sehingga telah memenuhi
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas yang menjadi
wali nikah pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon Il yang
bernama Legino bin Tugiman sehingga adanya wali nikah dalam pernikahan
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pernikahan para
Pemohon telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah
memenuhi syarat saksi nikah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 26
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 s/d 26
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pernikahan para
Pemohon ada ijab Kabul langsung antara wali nikah dengan Pemohon | dan
bermaharkan berupa uang sejumlah Rp 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dan
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dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 27
dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut
diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama
sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

gLl G Al )8 Jiks

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum
Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
(3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup
alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan
berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang
ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon | dan Pemohon Il
berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk
memudahkan Pemohon | dan Pemohon Il mencatatkan pernikahannya, Majelis
Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten
Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;
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Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil-dalil syara’ yang berkenaaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (Mujiono bin Kartodioso)
Dan Pemohon Il (Susiatik binti Legino) yang dilangsungkan pada tanggal
11 September 2003 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau;

3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih untuk
mencatatkan pernikahan para Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar
Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 M. bertepatan dengan
tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Ketua
Majelis, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. Rizal Sidiq Amin, S.Sy.
Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.
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Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan Rp 0,00
PNBP Rp 10.000,00
Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00
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